
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Perbandingan Pengaturan Pengecualian Pelindungan Data Pribadi untuk
Kepentingan Umum dalam Rangka Penyelenggaraan Negara di
Indonesia dan Inggris = Comparing Provisions for Personal Data
Protection Exemption in the Public Interest of Administration of the
State between Indonesia and the UK
Ade Ichsan Rusdy, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920528517&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Pada Oktober 2022 lalu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

diundangkan. Indonesia akhirnya memiliki pengaturan pelindungan data pribadi komprehensif. Salah satu

ketentuan yang termuat dalam undang-undang ini adalah pengecualian terhadap kepentingan umum dalam

rangka penyelenggaraan negara. Namun, pengaturan pengecualian dalam ketentuan tersebut tidak spesifik

batasannya. Adanya ketentuan pengecualian tersebut dan kegiatan pemrosesan data yang dilakukan oleh

sektor publik yang berkaitan dengan ketentuan pengecualian tersebut menimbulkan kebutuhan untuk

meneliti pengaturan tersebut dan membandingkannya dengan negara yang memiliki pengaturan pelindungan

data pribadi komprehensif, dalam hal ini Inggris. Skripsi ini mencoba untuk menjawab dua pokok

permasalahan. Pertama, bagaimana perbandingan pengaturan pengecualian pemrosesan data pribadi untuk

kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara di Indonesia dan Inggris? Kedua, bagaimana

pengaturan pelindungan data pribadi Indonesia dan Inggris menyeimbangkan kepentingan individu dan

kepentingan pemrosesan untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara yang

mendapatkan pengecualian? Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, penelitian menggunakan

metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui bahan-bahan hukum

yang didapatkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pada kedua rezim

pengaturan dalam mengatur pengecualian untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara

terhadap pengertian kepentingan umum itu sendiri dan terhadap batasan dan kriteria yang perlu dipenuhi

untuk dikecualikan dari ketentuan pelindungan data pribadi. Selain itu, perbedaan pengaturan tersebut

menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan

pemrosesan sebagaimana rezim pengaturan Inggris mengedepankan pemenuhan prinsip keperluan dan

keseimbangan sebagai prinsip yang harus dipenuhi dalam membatasi hak individu atas privasi dan

pelindungan data pribadi. Pengaturan Indonesia perlu memiliki sarana pelindungan (safeguard) serupa pada

ketentuan pengecualian supaya dapat tetap melindungi hak individu, sementara memungkinkan pemrosesan

tetap dilakukan dan dikecualikan dengan batasannya melalui peraturan pemerintah pelaksana atau peraturan

dan pedoman lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi. Penelitian lebih lanjut diperlukan mengingat

keterbatasan sumber terkait pembahasan rancangan undang-undang dan adanya upaya pemerintah untuk

menetapkan peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

......In October 2022, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection was enacted. Indonesia thus

finally has a comprehensive personal data protection law. One of the provisions in this law is the exemption

in the public interest of administration of the state. However, the exemption rule in the provision is not

clearly defined. The existence of the exemption provision and the data processing activities carried out by

the public sector associated with the exemption raises the need to analyze the provision and compare it with
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other legal regime that has a comprehensive personal data protection law, in this case the UK. This

bachelor’s thesis attempts to answer two main questions. Firstly, how exemption rules for the public interest

of administration of the state in Indonesia compare with the UK? Secondly, how do the Indonesian and UK

personal data protection laws balance individual interest and public interest? To answer these questions, the

study uses normative legal research method with comparative legal approach using legal research materials

acquired through literature review. The study finds that there are differences between the two legal regimes

in setting out exemption in the public interest of administration of the state regarding the definition of the

public interest itself and to the limitations and criteria that need to be met in order to be exempted from

personal data protection provisions. Furthermore, the differences also show a different approach in

balancing individual interests and processing interests as the UK legal regime maintains compliance with

necessity and proportionality principles in limiting individual rights to privacy and personal data protection.

The Indonesian data protection regime needs to have similar safeguards in its exemption provisions to

ensure the highest protection of individual rights while still allowing processing to be carried out and

exempted with certain limitations either through the implementing government regulation or through sets of

regulations and guidelines issued by the data protection authority. Further research is needed considering the

limited sources related to the discussion of the bill in parliament and the government’s upcoming

implementing government regulation of the Personal Data Protection Law.


